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Perlu sentuhan
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Subuh 	 :	05:22 WIB
Zuhur	 :	12:41 WIB
Ashar	 :	15:58 WIB  Untuk kota Medan sekitarnya
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Jadwal

Salat
Maghrib	 : 18:42 WIB
Isya	 : 19:51 WIB

Analisis Analis Politik: 

Konflik dengan PDIP Perburuk 
Relasi Pusat-Daerah   Bersambung ke Hal 11
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Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Salat

18 Kepala Daerah PDIP Bergabung Retreat 

Andreas Hugo Pareira: 

Jakarta, MIMBAR - Mahkamah Konsti-
tusi (MK) membatalkan hasil Pilkada Ka-
bupaten Serang 2024. MK meminta KPU 

melakukan pemungutan suara ulang.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat 
ada keterlibatan struktur aparat pemerin-
tahan desa yang berkaitan erat dengan tin-
dakan atau perbuatan baik yang disengaja 

maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri 
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri 
Susanto dalam kapasitasnya selaku pejabat negara.

Pada Pilbup Serang 2024, istri Yandri, Ratu Ra-
chmatu Zakiyah merupakan Bupati terpilih. Dalam 
perkara ini, Ratu Rachmatu bertindak sebagai pihak 
terkait.

Jakarta, MIMBAR - Sebanyak 18 kepala 
daerah dari PDIP yang baru saja tiba di Aka-
demi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 
Senin (24/2) siang ini adalah kelompok terakhir 
yang menyusul kegiatan retreat.

"Saya yang mungkin ini masuk yang terakhir 
ya, karena yang lain (mengirimkan) sekda," 
kata Pramono usai tiba di kompleks Akmil, 
Selasa (24/2) siang.

Sesuai 'aturan main', panitia retret memberi-
kan kelonggaran dengan mengizinkan kepala 
daerah yang berhalangan hadir untuk mengirim-
kan wakil kepala daerah sebagai penggantinya.

Apabila wakil kepala daerah juga masih 
berhalangan, maka sekda harus dikirimkan ke 

Akmil sebagai gantinya, mempertimbangkan 
pentingnya materi retret Akmil ini.

Namun demikian, para kepala daerah yang 
absen pada retret kali ini, diwajibkan ikut 
gelombang berikutnya. Yakni, berbarengan den-
gan calon kepala daerah yang masih berseng-
keta di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil 
Pilkada 2024.

"Ada satu provinsi yang karena arahan dari 
Pak Menteri Dalam Negeri maupun Pak Wamen 
boleh mengusulkan sekda-nya. Mereka mengu-
sulkan sekda-nya," kata Pramono.

"Yang mungkin belum (gabung retreat) 
hanya tinggal satu provinsi tambah satu orang. 
Tapi yang lain sudah," ucapnya.

Di antara rombongan Pramono cs ini, sosok 
Wayan Koster tidak terlihat. Tapi, dia enggan 
menjawab pertanyaan mengenai keberadaan 
sang gubernur Bali itu."Ya nanti dilihat saja," 
kata Pram.

Lebih jauh, Pram menuturkan jika ia dan 
kepala daerah PDIP yang baru menyusul ke 
Akmil akan mengikuti retret sebaik-baiknya. 
Pihaknya bertanggungjawab atas semua lang-
kah yang diambil.

"Saya terus-menerus berkomunikasi dengan 
Pak Mendagri, Pak Wamen dan para menteri 

Semarang, MIMBAR - Analis politik Undip Semarang, 
Wahid Abdurrahman MIP, MSi  
(40), menilai, krisis politik antara pemerintah pusat dan 
PDIP akan berdampak pada relasi  
pemerintah pusat dan daerah. 

Maka, pengajar budaya politik dan studi parlemen itu 
berpendapat, berbagai elemen harus  
mewaspadai efek domino dari krisis tersebut, yang mulai 
terasa sejak Sekjen PDIP Hasto  
Kristiyanto (58) resmi ditahan KPK. 

“Keputusan KPK menetapkan tersangka kasus korupsi 
yang menyeret elite politik nasional  
sulit dipisahkan dari pro dan kontra. Apalagi jika bukan 
dilakukan karena tangkap  
tangan,” kata Wahid, Senin 24/2 kemarin.

PICU
Kandidat doktor politik pada jurusan studi Asia Teng-

gara di Gothe University, Frankfurt,  

Jakarta, MIMBAR - Politisi senior 
PDIP Andreas Hugo Pareira (60) men-
egaskan, belum  ada perubahan instruksi 
penundaan retret bagi KDh (kepala 
daerah) PDIP.

Diketahui, Ketum Megawati Soekar-
noputri (77) memerintahkan semua KDh 

Magelang, MIMBAR - Gubernur 
Jakarta Pramono Anung Wibowo (61) 
akhirnya hadir  bersama beberapa kad-
er PDIP yang menjadi KDh (kepala 
daerah) pada retret hari keempat  di 
kompleks Akmil Magelang --Antara 
melaporkan.  
"Kenapa baru hari ini (menunda 3 
hari)? Tentunya saya tidak perlu 
menjelaskan apa-apa," kata Pramono 
di kompleks Akmil Magelang, Senin 
24/2.

APAPUN....
Politisi banteng itu lantas men-

gungkapkan memakai bahasa 'langit': 

"Apa pun (yang saya jalankan) saya 
berkomunikasi dengan Ibu Megawati 
(Ketua Umum DPP PDIP) dan juga  

Medan, MIMBAR - Di tengah hiruk 
pikuk peristiwa politik mulai dari pilkada, 
gugatan di  
MK, pelantikan serentak kepala daerah 
hingga retret dan boikot retret di Atmil 
Magelang,  
terjadi fenomena hari kulminaisi utama 
atau hari tanpa bayangan (HTB) di Kota 
Medan  
dan sejumlah wilayah Indonesia --menurut 
laman detikcom mengutip laporan BMKG  
(Badan Meteorologi, Klimatolodi, dan 
Geofisikan), serta KMU mengadopsi 
laporan OIF  
UMSU Medan, Senin 24/2 kemarin. 

HTB itu akan terjadi di Kota Medan 
saat bulan puasa pada akhir Maret 2025, 

Instruksi Mega soal 
Retret Masih Tetap 

Pada hari Keempat: 
Pramono Anung Ikut Retret 

di Akmil Magelang 

Ayo Nantikan Hari Tanpa Bayangan di Kota Medan! 

Dalam Islam, penguasa zalim adalah pemimpin 
yang menyalahgunakan kekuasaan, bertindak 
sewenang-wenang, dan tidak menegakkan keadi-
lan. Al-Qur’an, hadis, serta pandangan para ulama 
memberikan gambaran tentang karakteristik penguasa 
yang zalim.

Penguasa zalim cendrung men-
yalahgunakan kekuasaan untuk 
kepentingan pribadi. Penguasa 
yang hanya mencari keuntungan 
untuk dirinya sendiri, keluarga, 
atau kelompoknya, tanpa peduli 
pada kepentingan rakyat.Con-
toh: Korupsi, nepotisme, atau 
mengalihkan sumber daya negara 
untuk keuntungan pribadi.


